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ABSTRAK 

 

Mahkamah Konstitusi memutuskan di dalam putusan Nomor 36/PUU-

XV/2017 bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) 

merupakan lembaga negara yang berada di ranah eksekutif. Keputusan tersebut 

menimbulkan ketidaksetujuan dari beberapa ahli hukum tata negara dan dianggap 

bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, di dalam putusan 

tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan 

Korupsi merupakan lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) Undang Undang Dasar 

1945. Selain itu, dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

36/PUU-XV/2017, keindenpendensian Komisi Pemberantasan Korupsi 

disangsikan eksistensinya.  Permasalahan yang menjadi kajian di dalam penelitian 

ini adalah  bagaimanakah kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi sebelum putusan Nomor 

36/PUU-XV/2017 dan bagaimanakah kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi sebelum putusan Nomor 

36/PUU-XV/2017. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (library research) 

dengan metode pendekatan  secara deskriptif analisis.  Data di dalam penelitian ini 

dikumpulkan melalui penelusuran perpustakaan untuk memperoleh bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bermunculan lembaga negara 

bantu (state auxiliary agencies) setelah berakhirnya Orde baru di Indonesia, salah 

satunya adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi. Sebelum putusan 

Nomor 36/PUU-XV/2017, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-

019/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara yang independen 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta merupakan lembaga negara yang 

fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Sama sekali tidak dijelaskan 

apakah Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang berada di 

ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Selanjutnya, di dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi 

memutuskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara 

yang berada di ranah eksekutif. Namun, setelah mencermati pendapat dari 

beberapa ahli dan mempelajari latar belakang pembentukannya, penulis 

menemukan fakta bahwa Komisi Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi lebih 

dekat kepada ciri lembaga negara independen, yang artinya terlepas dari 

kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. 
 


